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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai koordinasi
penyidik Polri dan penuntut umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi
di wilayah hukum pengadilan Negeri K laten sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam tindak pidana
korupsi yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten khsusnya
Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum terdapat
dalam setiap proses penyidikan sampai penuntutan. Dalam proses penyidikan,
penyidik Polri melakukan koordinasi dengan Kejaksaan berupa penyerahan
Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas penyelidikan
yang kemudian akan diteliti oleh Kejaksaan. Polri sebagai penyidik segera
melakukan penyidikan dan dapat meminta bantuan Kejaksaan yang akan
membentuk tim Jaksa penyidik untuk membantu proses penyidikan. Dalam
penyidikan pada umumnya penyidik akan mendatangkan ahli untuk
menemukan alat bukti. Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum
biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung atau dengan surat menyurat
guna membahas proses penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi yang
terjadi. Koordinasi seperti ini diperlukan agar dalam proses penyidikan dapat
menemukan alat atau barang bukti yang diperlukan guna melengkapi berkas

perkara penyidikan. Pertemuan langsung antara penyidik Polri dan Jaksa tidak
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hanya berlangsung sekali tetapi dapat berlangsung beberapa kali
tergantung sulit tidaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Apabila
berkas penyidikan sudah lengkap pihak Polri sebagai penyidik menyerahkan
berkas perkara P-15 tersebut kepada Kejaksaan untuk diperiksa. Jika sudah
lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat sakwaan P-28 untuk
dilimpahkan ke Pengadilan. Apabila dirasa belum lengkap, maka berkas
tersebut akan dikembalikan pada pihak Polri disertai petunjuk untuk
melakukan penyidikan ulang. Kejaksaan dalam hal ini berhak untuk mengikuti
perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Pada umumnya pada
penyidikan ulang penyidik akan terus berkoordinasi dengan Penuntut Umum
agar berkas penyidikan dapat selesai dan lengkap sehingga bisa diterima oleh
Penuntut Umum.

2. Hambatan yang terjadi dalam koordinasi penyidik Polri dan Penuntut
Umum yakni :

a. Faktor Internal meliputi : sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
penyidik tidak memadahi untuk melakukan penyidikan untuk kasus korupsi
yang rumit, dokumen-dokumen tentang kasus tindak pidana korupsi hilang.

b. Faktor eksternal meliputi : Pelaku tindak pidana korupsi tersebut
cerdik dan sudah berpengalaman sehingga dapat melakukan tindak pidana
korupsi yang sulit untuk dicari bukti atas perbuatan korupsi, pelaku yang
menyembunyikan alat bukti sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk
mencari alat bukti tersebut dalam penyidikan, aset korupsi tersebut sudah

hilang, dokumen-dokumen bukti perbuatan korupsi dibakar oleh pelaku
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sehingga menyulitkan penyidik dalam menyusun alat bukti, pelaku tindak
pidana korupsi yang melarikan diri sehingga sulit untuk melacak
keberadaannya.

Selain itu bolak-balik berkas perkara dari Kejaksaan kepada Polri yang
bertindak sebagai penyidik juga menghambat proses penanganan tindak pidana
korupsi karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

. SARAN

Dalam tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga negara yang
ada di daerah seperti Kejaksaan dan Kepolisian seringkali ada persoalan dalam
penyelesaiannya khususnya yang ditangani oleh penyidik dan penuntut umum
yang berbeda atap. Oleh karena itu, usaha-usaha yang perlu diperhatikan agar
masalah-masalah yang saya sebutkan di atas dapat diatasi, perlu diperhatikan
beberapa hal sebagai berikut :

1. Polri sebagai Penyidik dari sejak awal hendaknya melakukan koordinasi
dengan Penuntut Umum, jangan ketika hendak menyerahkan berkas
perkara, sebagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik.

2. Polri sebagai Penyidik dalam hal menangani kasus-kasus tindak pidana
korupsi yang berat agar mengundang Penuntut Umum untuk
dilaksanakan gelar perkara atau dilakukan konsultasi melalui sarana
komunikasi secara lisan ataupun tertulis.

3. Jika berkas yang dari sejak awal sudah dikonsultasikan dan/atau ikut
gelar perkara, penelitian terhadap kelengkapan berkas cukup dilakukan

sekali saja oleh Penuntut Umum.
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4. Apabila Penuntut Umum beranggapan masih terdapat kekurangan atas
kelengkapan berkas yang telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum,
penyidik dapat melakukan pemeriksaaan tambahan dengan dibantu oleh

Penuntut Umum.
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